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ABSTRACT 

This study aims to find out and analyze the Legality of Marriage Through Video Calls in 

the Compilation of Islamic Law and According to the Marriage Law. The issues raised are how is 

the validity of marriage through video calls in the Compilation of Islamic Law and second, how 

is the validity of marriage through video calls in Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The 

research method used is the Normative Juridical Research Type using a statutory approach, a 

conceptual approach, and a case approach, and the results of this study regarding the validity of 

marriages via video calls the state has fully submitted to every religious rule regarding whether 

a marriage is valid or not as long as does not conflict with the laws and regulations in Indonesia. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Perkawinan 

Melalui Video Call dalam Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Perkawinan. 

Permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana Keabsahan Perkawinaninan melalui Video Call 

dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kedua yaitu Bagaimana Keabsahan Perkawinan Melalui 

Video Call dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode Penelitian 

yang digunakan yaitu Tipe Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dan hasil dari 

penelitian ini mengenai keabsahan perkawinan melalui video call negara telah menyerahkan 

sepenuhnya kepada setiap aturan agama mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan 

tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Kata Kunci : Perkawinan, video call, komplikasi hukum islam (HKI), UU Perkawinan  

 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan perkawinan secara langsung sudah lazim dilaksanakan oleh 

masyarakat dari zaman nenek moyang sampai pada saat sekarang ini, perkawinan 

dilaksanakan untuk melanjutkan garis keturunan. Perkawinan sudah diatur oleh 

peraturan dari masing-masing agama seperti Islam, Kristen, Katholik, Konghucu, 

Budha dan Hindu. Adapun pengertian perkawinan itu sendiri menurut para ahli 

sebagai berikut. 

 Menurut lK. lWantjik lSaleh lberpendapat lbahwa lperkawinan lbukan 

lsekedar likatan lbatin latau llahir lsaja lnamun lkeduanya. lIkatan llahirlah 

lmengungkapkan lterjadinya lhal lformilnya lsaja, lsedangkan likatan lbatin 

lmengungkapkan ladanya lyang ltidak lformilatau ltidak ldapat ldilihat lkedua lhal litu 

ladalah lpondasi lutama luntuk lmembentu lsuatu lkeluarga. l(Tinuk lDwi lCahyono, 

l2020) 
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 Abdurahman lAl-jaziri lmengatakan lbahwa lperkawinan ladalah lsuatu 

lperjanjian lsuci lantara lseorang llaki-laki ldan lperempuan luntuk lmembentuk 

lkeluarga lbahagia. l(Santoso, l2016) lSedangkan lsecara lEtimologis, lPerkawinan 

ladalah lpencampuran l, lpenyelarasan latau likatan, ljika ldikatakan lbahwa lsuatu 

ldinikahkan ldengan lsesuatu lyang llain lmaka lberarti lkeduanya lsaling ldikaitkan. 

Ketentuan lPerkawinan ldilaksanakan lsecara lSah lsesuai ldengan laturan 

lpositif ldalam lUndang-Undang lNo. l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan lPasal l2 

lAyat l(1) l“ lPerkawinan ladalah lsah lmenurut lhukum lmasing-masing lagama ldan 

lkepercayaan litu” l. lDengan ldemikian ljelas lsudah lmembuktikan lbahwa lsah latau 

ltidaknya lsuatu lperkawinan lsebagai lpatokannya ladalah lhukum lagamanya 

lmasing-masing. 

Pelaksanaan lperkawinan lzaman lsekarang lsudah lkita lketahui lada ldua 

lcara lkarena lkemajuan ltehnologi, lyang lpertama lperkawinan ldilaksakan lsecara 

llangsung ltanpa ladanya ljarak lyang lmemisahkan lantara lpihak, lmempelai lwanita 

ldan llelaki lberada ldalam lsatu ltempat lyang lsama ldan ldisaksikan loleh lpara 

lsaksi lsedangkan lpelaksanaan lperkawinan lyang lkedua lyaitu ldengan lvia lvideo 

lcall latau lmelalui lmedia lonline lseperti lwhatsapp, lzoom, lskype, linstagram, 

lfacebook ldan lmedia lsosial llainnya. lNamun lpada ldasarnya lpelaksanaan 

lperkawinan lyang lpertama lsudah lsangat ljelas laturan lhukumnya lbaik lpersfektif 

lhukum lpositif lmaupun lhukum lagama. lSedangkan lpelaksanaan lperkawinan 

lyang lkedua lamerupakan lpelaksanaan lperkawinan lyang lbaru lsaja ldikenal ldan 

lbelum ljelas laturan lhukumnya. 

Jenis lpelaksanaan lperkawinan lmelalui lonline lmerupakan lsalah lsatu ljenis 

lpelaksanaan lperkawinan lsecara ljarak ljauh lmelalui lmedia ltehnologi ldan ldil 

l(Azhar)aksanakan lpada lhari lyang lsama. lPerkawinan lmelalui lvideo lcall lini 

lmarak ldibicarakan lsejak ladanya lcovid l19 lpada ltahun l2020 lsampai lpada lsaat 

lini, lhal lini ldikarenakan lsalah lsatu ldari lpada lmempelai latau lumumnya 

lmempelai llelaki ltidak ldapat lhadir ldalam lsatu ltempat lyang lsama. l 

Alasan ltertariknya ldalam lpenelitian lini ldikarenakan lkeabsahan 

lperkawinan lmelalui lvideo lcall lbelum lterdapat laturan lyang lmengaturnya 

lsedangkan ldalam lhal lpelaksanaannya lsudah lbanyak lyang lmempraktekkannya 

lsehingan lmemunculkan lketidak ljelasan lhukum lyang lmengatur lperkawinan ldi 

lindonesia latau ldengan lkata llain ladanya lkekosongonan lhukum ldalam lhal 

ltersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kali ini jenis lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian 

lini ladalah lpenelitian lhukum lnormatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keabsahan Perkawinan melalui video call dalam komplikasi hukum islam. 

Dalam lkomplikasi lhukum lislam lpasal l2 lperkawinan lmitsaqan lmenurut 

lhukum lislam ladalah lpernikahan, lyaitu lakad lyang lsangat lkuat latau lgholiidhan 

luntuk lmentaati lperintah lAllah ldan lmelaksankannya lmerupakan libadah. lDan 

lPaal l3 lPerkawinan lbertujuan luntuk lmewujudkan lkehidupan lberumah ltangga 

lyang lsakinah lmawaddah, lwarahmah. 

Secara letimologis lperkawinan ldalam lbahasa lArab lberarti lnikah latau 

lzawaj. lAl-nikah lmempunyai larti lal-wathh‟i, lAl-Dhommu, lAl-Tadakhul, lAl-Jam‟u 

latau libarat l„an lal-wath lwa lal laqd lyang lberarti lbersetubuh, lhubungan lbadan, 

lberkumpul, ljima‟ ldan lakad. l(Mardani, l2011) 

Secara lterminologis lperkawinan l(nikah) lyaitu lakad lyang lmembolehkan 

lterjadinya listimta‟ l(persetubuhan) ldengan lseorang lwanita, lselama lseorang 

lwanita ltersebut lbukan ldengan lwanita lyang ldiharamkan lbaik ldengan lsebab 

lketurunan latau lseperti lsebab lsusuan. l(Azhari, l1999) 

Dalam lhukum lagama lIslam, ltermasuk lketentuan lkitab lundang-undang 

lTidak lada laturan lpernikahan lkhusus ldalam lkompilasi lhukum lislam lmelalui 

lvideo lcall l. lDalam lkehidupan lmasyarakat lyang lmengenggap lbahwa 

lpelaksanaan lperkawinan lharus ldilakukan ldalam lsatu ltempat. lSehinngga 

lterjadinya lkesinambungan lpada lsaat lterjadinya lpengucapan lijab ldan lkabul 

lyang lmerupakan lsebagai lpenentu lsah ldan ltidaknya lsuatu lperkawinan ltersebut. 

lAkan ltetapi ldalam lhalnya lpelaksanaan lperkawinan ldalam lsatu ltempat lbukan 

lmerupakan lrukun lataupun lsyarat lsahnya lsuatu lperkawinan lhanya lsaja 

lmerupakan ltata lcara layau lkebiasaan lyang ldilaukan loleh lmasyarakat. 

Definisi l lperkawinan ldalam lKompilasi lHukum lIslam l(KHI) lyang 

lmerumuskannya lsebagai lberikut: l“Perkawinan lmenurut lhukum lIslam ladalah 

lpernikahan, lyaitu lakad lyang lsangat lkuat latau lmīṫ lāqan lgalīḍan luntuk lmentaati 

lperintah lAllah ldan lmelaksanakannya lmerupakan libadah. lJika lkedua lrumusan 

lperkawinan ldalam lperaturan lperundang-undangan ldi latas ldicermati ldengan 

lseksama, lterdapat lgaris lperbedaan lyang lcukup lsignifikan lmeskipun ltidak 

lbersifat lkonfrontatif. 

Adapun lbeberapa lsyarat lyang lharus ldipenuhi luntuk lsahnya latau 

lkeabsahan ldalam lperkawinan. lWahbah lAz-zuhaili ldalam lkitab lfikih lislam 

lwaadilatuhu lmenjelaskan lbahwa lmenurut lkesepakatan lulama, ldalam lsighat 

lakad l(ijab ldan lqabul) lada l4 lhal lyaitu l: 

1. lkesesuaian ldan lketepatan lkalimat lijab ldengan lqabul. 

2. lorang lyang lmengucapkan lkalimat lijab ltidak lboleh lmenarik lkembali 

lucapannya. 

3. ldiselesaikan lpada lwaktu lakad. 

4. ldilakukan ldalam lsatu lmajelis l(ittihad lal-majlis) 

Adapun lkaitannya ldalam lpelaksanaan lijab ldan lqabul lmelalui lvideo lcall 

ltidak lterlepas ldari lsalah lsatu lsyarat ldiatas lyaitu lsyarat lkeempat lyang 

lmerupakan lsyarat lsatu lmajlis. lKarena lpernikahan lmelalui lvideo lcall ltersebut 
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lapakah ltelah lmemenuhi lsyarat littihatul lmajlis. lSebagaimana lyang ldikaji loleh 

lNahdtahul lUlama l(NU) llewat lLajnah lLembaga lBathsul lMashail lNahdathul 

lUlama lmenyatakan lsebagai lberikut l: 

Menurut lNU lakad lnikah lmelalu lmedia linternet latau lonline ltersebut 

ltidak lsah, lkarena lsudah ldidasarkan latas lberbagai lpertimbangan, lkarena 

lpernikahan lmelalui lmedia lelektronik ltidak lbisa lmelakukan lakad lsecara 

llangsung, lsecara llangsung lyang ldimaksud ladalah lketerlibatan lwali, ldan 

lpengantin lpria. lKedua, lkarena lsaksi ltidak lmelihat ldan lmendengar lsuara lsecara 

llangsung. lSedangkan ldidalam lakad lnikah ldisyaratkan llafaz lyang ljelas, ldan 

lpernikahan lsecara lonline latau lmelalui lmedia lelektronik lini ltermasuk ldalam 

lgolongan lyang lsamar-samar. 

Namun lada lperbedaan ldengan lpandangan lmajlis lulama lindonesia lyang 

lmengeluarkan lketentuan lberdasarkan lijtima’ lulama ldari ltanggal l9-11 

lnovember l2021.dalam lijtima’ ltersebut ltelah ldibahas lbeberapa lhal lyang lterkait 

ldengan lhukum lmengenai lmasalah-masalah lterkini.salah lsatu lyaitu lmengenai 

lhukum lperkawinan lmelalui lmedia lelektronik.ketentuan lhukum lperkawinan 

lmelalui lonline lmenurut lijtima’ lulama lyaitu lsebagai lberikut l: 

1. Akad lnikah lsecara lonline lhukumnya ltidak lsah, lapabila ltidak lmemenuhi 

lsalah lsatu lsyarat lsahnya lijab lqabul lakad lnikah lyaitu ldilaksanakan 

lsecara lijtihadu lal-majlis l(berada ldalam lsatu lmajlis, ldengan llafadz lyang 

ljelas ldan littishal l(bersambung lantara lijab ldan lqabul lsecara llangsung). 

2. Dalam lhal lcalon lmempelai lpria ldan lwali ltidak lbisa lberada ldalam lsatu 

ltempat lsecara lfisik, lmaka lijab lqabul ldalam lpernikahan ldapat ldilakukan 

ldengan lmewakilkan l(cara ltaukil). 

3. Dalam lhal lpara lpihak ltidak lbisa lhadir ldan latau ltidak lmau lmewakilkan 

lmaka lpelaksanaan lakad lnikah lsecara lonline ldapat ldilaksanakan ldengan 

lcara lsyarat ladanya littihadu lmajlis, llafadz lyang lsharih ldan littishal lyang 

lditandai ldengan l: l 

a. wali lnikah, lcalon lpengantin lpria ldan ldua lorang lsaksi ldipastikan 

lterhubung lmelalui ljaringan lvirtual lyang lmeliputi lsuara ldan 

lgambar l(audio lvisual). 

b. Dalam lwaktu lyang lbersamaan latau lreal ltime l 

c. Adanya ljaminan lkepastian ltentang lbenarnya lkeberadaan lpara 

lpihak l 

4. Pernikahan lonline lyang ltidak lmemenuhi lsyarat lsebagai ldimaksud lpada 

langka l3 lhukumnya ltidak lsah. 

5. Nikah lsebagaimana lpada lnomor l3 lharus ldicatatkan lpara lpejabat 

lpembuat lakta lnikah latau lKUA. 

Dari luraian ltersebut lbahwa lperkawinan lmelalui lvideo lcall ldalam lhukum 

lislam lada lperbedaan largumen lmengenai lkeabsahan lakad lnikah lmelalui lvideo 

lcall lterdapat ltentang lpenggunaan lijtihad lmajlis ldalam lpelaksanaan lijab ldan 

lqabul. lmenurut lpenulis l lpengertian ltentang lhakim lmajlis ltidak lbisa ldisamakan 
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ldengan lpengertian lsatu lmajlis lpada lzaman lrasulullah lkarena lpada ldasarnya 

lkemajuan lteknologi lyang lsecara lterus-menerus lsemakin lcanggih. 

 

Keabsahan lPerkawinan lMelalui lVideo lCall lMenurut lUndang-Undang 

Perkawinan 

 Di ldalam lhukum lpositif lindonesia lbelum lada lyang lmengatur ltenatng 

lbagaimana lhukum lkeabsahan lmengenai lperkawinan lyang ldilakukan ldengan 

lmedia lonline latau lelektronik, lnamun ljika lmelihat lpada lUndang-undang 

lPerkawinan lbahwa lkonsep ldasar lkeabsahan lperkawinan lberdasarkan lpada 

lpasal l2 layat l(1) lUndang-Undang lPerkawinan lyaitu l“ lPerkawinan ladalah lsah, 

lapabila ldilakukan lmenurut lhukum lmasing-masing lagamanya ldan 

lkepercayaannya litu.” lDari luraian lpasal ltersebut lbahwa ldapat ldisimpulkan 

lsuatu lkeabsahan lperkawinan lmelalui lvideo lcall lberdasarkan lagama ldan 

lkepercayaannya ldari lmasing-masing. 

Aturan ltata lperkawinan lini lsudah lada lsejak lmasyarakat lsederhana, 

ldipelihara loleh langgota lmasyarakat ldan ltokoh lmasyarakat,pemuka ladat ldan/ 

latau lpemuka lagama.kode letik lterus lberekembang ldalam lmasyarakat ldengan 

lpemerintahan. lAturan lperkawinan lsudah lada ldi lindonesia lsejak lzaman ldahulu, 

ldari lzaman lsriwijaya lsampai lmajapahit lsampai lmasa lpenjajahan lbelanda ldan 

lhingga lindonesia lmerdeka.bahkan laturan lpernikahan lpun lhilang lberlaku lbagi 

lwarga lnegara lindinesia, ltetapi ljuga lberlaku lbagi lwarga lnegara lasing lkarena 

lpemekaran lserikat lrakyat lindonesia. 

Budaya lpernikahan ldan laturan lsosial latau lbangsa ltidak llepas ldari 

lpengaruh lbudaya llingkungan ltempat lia lberada ltempat ldan lasosiasi lperkotaan 

lberada.perkumpulan lmasyarakat lmempengaruhi lpengetahuan, 

lpengalaman,kepercayaan ldan lagama ldisetujui loleh lpemerintah lkota lyang 

lbersangkutan.seperti laturan lpernikahan lnasional. lIndonesia ltidak lhanya 

ldipengaruhi loleh lkebiasaan lbudaya lmasyarakat lsetempat, ltetapi ljuga 

ldioengaruhi loleh lajaran lhindu, lbuddha,islam ldan lkristen ldengan lbudaya 

lpernikahan lbarat. 

Hal lini lsesuai ldengan lUndang-Undang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia 

lini lpasal l28B l(1) lUUD l1945 ljuga lmenyatakan lbahwa l“Setiap lorang lmemiliki 

lhak luntuk lmembentuk lkeluarga ldan lmelanjutkan lgaris lketurunan lmereka 

lmelalui lperkawinan lyang lsah”. lHal lini lditetapkan ldengan lUU lNo.16 lTahun 

l1974 lperkawinan lyang lsifatnyadikatakan lpersendian ldan luntuk lmenciptakan 

ldasar lhukum lperkawinan, lyang lmerupakan ldasar ldan lini lberlaku luntuk 

lberbagai lmasyarakat lindonesia. lJadi lbangsa lindonesia lsudah lmemiliki lhukum 

lperkawinan lyang lberdasarkan lpancasila ldan lpada lprinsipnya, lkita lsudah 

lmemiliki lhukum lperkawinan lyang lseragam ltetapi lkeragaman ltetap 

ldiperhitungkan. 

Ada lbeberapa lpersyaratan lyang lharus lterpenuhi luntuk lkeabsahan lsuatu 

lakad ldalam lpernikahan. lWahbah lAz-Zuhaili ldalam lkitabnya lFiqh lislam 
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lWaadillatuhu lmenjelaskan lbahwa lmenurut lkesepakatan lpara lulama, ldalam 

lsighat lakad l(ijab ldan lqabul) ldisyaratkan lempat lhal l: 

1. lKesesuaian ldan lketetapan lkalimat lijab ldengan lqabul. 

2. lOrang lyang lmengucapakan lkalimat lijab ltidak ltidak lboleh lmenarik 

lkembali l lucapannya. 

3. lDiselesaikan lpada lwaktu lakad. 

4. lDilakukan ldalam lsatu lmajlis l(ittihad lal-majlis). 

Dengan lperkembangan lwaktu ldan lteknologi, lpernikahan ltidak lada llagi litu 

lhanya lterjadi lantara lsatu lagama, ltetapi ldengan llintasan lyang lberbeda, lyang 

lterjadi ladalah lpernikahan litu ldilakukan loleh lorang lyang lberbeda lagamanya. 

lStatus lperkawinan lbeda lagama ldi lindonesia lterus lmenimbulkan lmasalah 

lketidakpastian lhukum lakibatUU lNo. l1 ltahun l1974 lperkawinan ltidak ldiatur 

lmeskipun lindonesia lberagam. lJelas lbahwa lpeningkatan lpernikhan lbeda lagama 

ltelah lmmberikan ldampak luntuk lmengatasinya,industri lharus ldireformasi 

lhukum lperkawinan lyang ldiakui loleh lnegara lhak luntuk lmembentuk lkeluarga 

ladalah lhak lasasi lmanusia. 

Proses lpelaksanaan lakad lnikah lini ldilakukan lmelalui lvideo lcall ladalah 

lpertemuan lyang ldilakukan loleh ldua lorang latau llebih lmelalui lkoneksi ljaringan 

ldengan lmenggunakan lvideo lcall l lyang lmemungkinkan lpeserta lsaling lmelihat 

ldan lmendengar lapa lyang ldibicarakan, lsebagaimana lpertemuan 

lbiasa,pelaksanaan lakad lnikah lini lyaitu ldilakukan loleh lwali lcalon lmempelai 

lperempuan lterhadap lcalon lmempelai llaki-laki ltanpa lharus lbertemu lsecara l 

llangsung ldalam lsatu ltempat latau lruang lyang lsama. lAkad lnikah lmelalui lvideo 

lcall lmenurut lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lperubahan latas 

lUndang-Undang l lNomor l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan ldan lKompilasi 

lHukum lIslam l(KHI) ldi lindonesia lharus lmemenuhi lrukun ldan lsyarat 

lperkawinan.Selama lperaturan lperundang-undangan lbelum lmengatur lmengenai 

lakad lnikah lmelalui lvideo lcall, lmaka lakad lnikah lsah lselama lproses lterjadinya 

lijab lqabul ltidak lada lkeraguan ldan lmemenuhi lrukun ldan lsyarat ldalam 

lpelaksanaannya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pelaksanaan perkawinan zaman sekarang sudah kita ketahui ada dua cara 

karena kemajuan tehnologi, yang pertama perkawinan dilaksakan secara langsung 

tanpa adanya jarak yang memisahkan antara pihak, mempelai wanita dan lelaki 

berada dalam satu tempat yang sama dan disaksikan oleh para saksi sedangkan 

pelaksanaan perkawinan yang kedua yaitu dengan via video call atau melalui media 

online seperti whatsapp, zoom, skype, instagram, facebook dan media sosial lainnya. 

Sedangkan pelaksanaan perkawinan yang kedua merupakan pelaksanaan 

perkawinan yang baru saja dikenal dan belum jelas aturan hukumnya. 

Namun ada perbedaan dengan pandangan majlis ulama indonesia yang 

mengeluarkan ketentuan berdasarkan ijtima’ ulama dari tanggal 9-11 november 

2021.dalam ijtima’ tersebut telah dibahas beberapa hal yang terkait dengan hukum 
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mengenai masalah-masalah terkini.salah satu yaitu mengenai hukum perkawinan 

melalui media elektronik.ketentuan hukum perkawinan melalui online menurut 

ijtima’ ulama yaitu sebagai berikut : Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, 

apabila tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijab qabul akad nikah yaitu 

dilaksanakan secara ijtihadu al-majlis (berada dalam satu majlis, dengan lafadz yang 

jelas dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung). 
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